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ABSTRACT 
 
 

The writing of this thesis was aimed to determine and evaluate the existence of 
Land Tenure and Ownership of Mee Communal rights in Kapiraya village, Deiyai 
District, Papua Province and to identify and evaluate the existence of Land Tenure and 
Ownership of Mee Communal rights in order to realize the rule of law in the observed 
area.  

The research was carried out through 3 (three) approaches of legal-historical, 
legal-sociological, and legal-political approaches. This research types were primary legal 
materials, and secondary legal materials, and also by interviewing informants according 
to their expertise. The data were analyzed through five (5) legal duties that were 
description, systematic, analysis of positive law, interpretation of positive law and 
judgment of positive law. 

The study result found that Mee indigenous tribes in District of Kapiraya has 
principle the land as a mother who gives milk (life) to his son, and also as a heritage land 
upon which their activities carried out. the land tenure and ownership in Customary 
partnership laws of Mee indigenous tribes in Kapiraya were held communally which 
called indigenous rights and also owned individually ., therefore, the use and transfer of 
land rights can not be interfered with other parties (chiefs and members who do not have 
the right) . 

The land which owned and controlled by the community of Mee tribal law, in 
order to clear the fellowship position or status of the land, it was conducted by boundary 
method. In this case, it conducted by making fences as a boundary method, and also by 
naming the lands as communal land, clan land, fatherhood land, mother earth, wife soil 
and friend's ground. Communal land rights (enaimo makii) had form of land, forests and 
natural resources as a place to hunt, while the lands of individuals had form of communal 
land, clan land, fatherhood land, mother earth, wife soil and friend's ground which the 
land located adjacent to the township. Lands and private lands of Mee indigenous tribes 
are legally registered land to create legal certainty and ensure the protection of the law, 
because in reality, legal certainty for land registration of the Mee indigenous tribes in 
Kapiraya were not yet to be felt by the community. it meant that, in fact, all member of 
Mee indigenous tribe of Kapiraya, in their whole life, assumed there had no rule of law 
for the registration of land, especially in Kapiraya village of Deiyai District and, 
generally, in Republic of Indonesia. 

 
 
 
Keywords : Land Tenure and ownership, Communal Land Rights and  

Legal Certainty 
 

 

 



xiv 
 

 

 

 

ABSTRAK 

 
Penulisan tesis yang berjudul : Eksistensi  Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

Hak Ulayat Suku Mee Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum  Di Distrik Kapiraya 
Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi 
Eksistensi  Penguasaan dan Pemilikan Tanah Hak Ulayat Suku Mee di Distrik Kapiraya 
Kabupaten Provinsi Papua dan untuk mengetahui dan mengevaluasi Eksistensi 
Penguasaan dan Pemilikan Tanah Hak Ulayat Suku Mee dapat mewujudkan Kepastian 
hukum di Distrik Kapiraya Kabupaten Provinsi Papua. 

Penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan sejarah 
hukum,  pendekatan sosiologi hukum, dan pendekatan politik hukum. Jenis penelitian ini 
adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan wawancara kepada narasumber 
sesuai dengan keahliannya. Analisis data menerapkan lima (5) tugas hukum yaitu 
deskripsi, sistematika, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai 
hukum positif.  

Hasil penelitian ditemui bahwa : Masyarakat adat suku Mee di Distrik 
Kapiraya berpandangan bahwa tanah sebagai seorang ibu yang memberi susu (hidup) 
kepada anaknya, dan juga tanah sebagai warisan nenek moyang yang di atasnya 
dilaksanakan sebagai aktivitas. Penguasaan dan pemilikan tanah adat pada masyarakat 
persekutuan hukum adat suku Mee di Kapiraya dilaksanakan secara komunal yang 
disebut hak ulayat dan juga dimiliki secara individual yang dalam pemanfaatan dan 
pengalihan hak atas tanah tidak dapat dicampuri oleh pihak lain (kepala adat dan anggota 
yang tidak mempunyai hak).  

Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat persekutuan hukum adat 
suku Mee agar jelas kedudukan atau status tanahnya, maka tanah-tanah itu dapat 
dilakukan dengan cara pemisahan-pemisahan. Dalam hal ini, dengan cara pembuatan 
pagar sebagai batas tanah, dan juga dengan memberi nama atas tanah-tanah tersebut 
seperti tanah komunal, tanah marga, tanah bapak, tanah ibu, tanah istri dan tanah teman. 
Hak atas tanah komunal (enaimo Makii)  itu berupa tanah, hutan dan kekayaan alam yang 
merupakan tempat untuk berburu, sedangkan tanah-tanah individu itu berupa tanah 
marga, tanah bapak, tanah ibu, tanah istri dan tanah teman yang tempatnya berdekatan 
dengan perkampungan. Tanah ulayat dan tanah perorangan masyarakat adat suku Mee 
secara yuridis pendaftaran tanah untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin 
perlindungan hukumnya belum mengalami, karena kenyataan dalam masyarakat adat 
suku Mee Kapiraya mengenai kepastian hukum pendaftaran tanah tersebut belum dapat 
dirasakan oleh masyarakat. Artinya dalam kenyataan sepanjang hidup masyarakat adat 
Suku Mee Kapiraya menganggap tidak ada kepastian hukum dari adanya pendaftaran 
tanah khususnya di Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai dan pada umumnya Negara 
Indonesia. 
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